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10.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,

bahwa memenuhi ketentuan pasai 6 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan ‘Walikota
Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2009 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBX Tahun 2009;

bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan suatu peraturan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3569) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Langsa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republiik
indonesia Nomor 4110);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar Lembaran Negara Republik Indenesia Nomaor 4230%;

Undang-Undang Nomor @ Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4355} ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarar Nejara
Republik tndonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Hegara

Republik Indonesia Nomor 4421) ;
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844} ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438) ;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun 2001 Nomer 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonaesia Nomor 4576);

peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah {Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Polayanan Minimal (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5493);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
59 Tahun 2008 tentang perubahan atas Feraturan Menter Dalam Negeri nomor 13 Tauhun £udo
tentang Pedoman Pengelofaan Keuangan Daerah ;
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Menetapkan

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

29. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomar 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 3};

30 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Langsa Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2009

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2009 terdiri atas:

1 Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 24,441,900,000
b. Dana Perimbangan Rp 314,336,488,821
c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah Rp 10,617,000,000

Jumlah Pendapatan Rp  349,395,388,821

2 Belanja Daerah:
Belanja Tidak Langsung:

a. Belanja Pegawai Rp 163,528,463,163
b. Belanja Bunga Rp -
c. Belanja Subsidi Rp -
d. Belanja Hibah Rp 2,649,850,000
e. Belanja Bantuan Sosial Rp 9,535,125,000
f.  Belanja Bagi Hasil Rp -
g. Belanja Bantuan Keuangan Rp 9,143,652,480
h. Belanja Tidak Terduga Rp 400,000,000

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 185,257,090,643

Belanja Langsung:

a. Belanja Pegawai Rp 57,774,006,720
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 49,333,839,029
c. Belanja Modal Rp 70,430,452,429

Jumiah Belanja Langsung Rp 177,538,298,178
Jumlah Belanja Daerah Rp 362,795,388,821
Surplus / {Defisit) Rp (13,400,000,000)

3 Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp 14,400,000,000
b. Pengeluaran Rp 1,000,000,000
Jumiah Pembiayaan Netto Rp 13,400,000,000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp -

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pa<al 1 tercantum dalam Lampiran |
Peraturan ini.

Pasal 3
Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Il Peraturan
ini.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini

Pasal S/}i



Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 6
Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam berita
daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 Maret 2009M
22 Rabiul Awal 1430 H
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Diundangkan di Langsa
padatanggal 19 Maret 2005 M
22 Rabiul Awal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH{
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BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2009 NOMOR 13



